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Kata Pengantar

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) adalah Dokumen perencanaan yang disusun untuk
periode 1 (satu) tahun anggaran. Dalam penyusunan Dokumen Renja Tahun Anggaran
2021 ini memuat program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Sintang dengan
mempertimbangkan skala prioritas dan reaiitas. Program dan kegiatan dimaksud ditetapkan
sebagai bentuk implementasi (penjabaran) dan visi, misi, tugas dan fungsi BKPSDOM
Kabupaten Sintang. Dokumen Renja Tahun 2021 lebih menitikberatkan pada perencanaan
urusan di bidang aparatur, kelembagaan (institusi), prasarana dan sarana serna tugas dan
fungsi yang dalam pelaksanaannya tetap menekankan pada ketaatan dan aturan
perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran
yang pada gilrannya akan terwujud anggaran berbasis kinerja.

Renja BKPSDM Tahun Anggaran 2021 selanjutnya akan dituangkan dalam
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada BKPSDM Kabupaten Sintang
dan menjadi pedoman/acuan oleh pejabat struktural dan pelaksana ASN di lingkungan
BKPSDM untuk meningkatkan kapasias, kompetensi. pembinaan dan pengembangan
serta pelayanan di bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia pada
Pemenntah Kabupaten Sintang.

Dengan telah disusunnya Renja BKPSOM Tahun Anggaran 2021 ini semoga
menjadi pertimbangan dan perhatan serta pedoman Pemeriniah Daerah dalam
penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

Sintang, Maret 2020
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah
harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang
perencanaan yaitu Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka
Menengah maupun Perencanaan Tahunan Setiap daerah (kabupaten/kota)
harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD)

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), sesual dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004
juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja)
SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu
kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum
Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manuasia (BKPSDM) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021
yang berfungs: sebagal dokumen perencanaan tahunan, memperhatikan seluruh
aspirasi pemangku kepentingan bidang Kepegawalan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan Musrenbang Tahunan yang
diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja
Organisas: Perangkat Daerah (OPD). Sehubungan dengan hal tersebut, maka
BKPSDM Kabupaten Sintang sebagai OPD pada Tahun Anggaran 2020 ini
menyusun Renja BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021. Renja
OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu
1 (satu) tahun guna mengoperasionalikan RKPD yang disertal dengan upaya
memperiahankan dan meningkatkan capaian kinena pelayanan bidang
Kepegawaian yang sudah dicapai oleh BKPSDM Kabupaten Sintang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Renja BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021, merupakan
rencana pembangunan tahunan bidang Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia yang pada dasamya disusun untuk mewujudkan visi



Lonrana Larga IS Labagates Simiasg. 201

Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2016 - 2021 seperti yang tertuang dalam
Rencaena Strategis (RENSTRA) BKPSDM Kabupaten Sintang tahun 2016 -
2021 yaitu © "Terwujudkan Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas,
Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera, Yang Didukung Penerapan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Balk Dan Bersih Pada Tahun 2021".

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperiukan tindakan nyata
dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran BKPSDM Kabupaten Sintang, maka
misi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016~ 2021 yailu “Menata dan
Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih".

Seperti yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang 2006 - 2026, BKPSDM Kabupaten Sintang teiah menetapkan program
dan kegiatan yang merupakan dasarfacuan pembuatan RENSTRA BKPSDM
Kabupaten Sintang yang di dalamnya memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan
priontas program serta kegiatan selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2016-2021.
Dasar penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021
adalah Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sesual dengan visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Sintang dan sesuai dengan tema RKPD tahun 2021
yaitu “Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sumber Daya Manusia dan
Ekonomi Kreatif Untuk Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Didukung
Keterbukaan Pemerintahan Menuju Sintang Yang berkelanjutan” maka
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menjalankan fungsinya yang lebih

Peranan dari penyelenggara negara dan khususnya pimpinan OPD
beserta administrator, pengawas dan pelaksana baik fungsional umum dan
fungsional khusus menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi Dalam hal ini
BKPSDM Kabupaten Sintang yang bermuara kepada terwujudnya
kepemerintahan yang baik (good govermnance) dan kepemerintahan yang bersih
(clean governance).

Dalam mengimplementasikan visi dan misi yang telah ditetapkan maka
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, BKPSDM Kabupaten Sintang
dihadapkan pula pada peluang, tantangan dan hambatan dari luar (ekstem)
maupun dan dalam (intem). Renja OPD BKPSDM Kabupaten Sintang adalah
memuat program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Sintang yang merupakan
dokumen rencana acuan untuk jangka waktu satu tahun dan sebagal
penjabaran dari RENSTRA BKPSDM Kabupaten Sintang. Substansi Renja
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1.2,

BKPSDM Kabupaten Sintang adalah merupakan penjabaran tehnis operasional
dari substansi RENSTRA yang memuat indikator kinerja output dan indikator
kinerja outcome yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif untuk jangka waktu
satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban BKPSDM Kabupaten
Sintang.

Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun

Anggaran 2020 adalah

1
2

10

1"

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasionai,

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana lelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan
Keuangan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Permendagr Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan dan
Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Kota/ Kabupaten.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2016-2021,;

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016
nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang nomor 7);
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1.3

14

12. Peraturan Bupati Sintang Nomor 128 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember

2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang (Berita Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2016 nomor 128).

Maksud dan Tujuan

Renja BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021
dimaksudkan, guna menetapkan dokumen perencanaan yang memuat
program dan kegiatan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja BKPSDM Kabupaten
Sintang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020 serta
sebagai bahan untuk kegiatan Musrenbang Tahun 2020 yang dilaksanakan
pada tangga 20 Maret 2020,

Tujuan penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun
Anggaran 2021 ini, disesuaikan dengan kebutuhan aperatur, serta
mempertimbangkan issu aktual yang berkembang di masyarakat. Disamping
itu telah tergambar secara rinci rencana program kegiatan-kegiatan yang
Tahun Anggaran 2021, dengan tletap berpegang pada dasar hukum yang
berlaku.

Sistematika

BAB | PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi
pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD
tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),
mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada wakiu
penyusunan Renja OPD sudah disahkan Selanjutnya dikaitkan dengan
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pencapaan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK
sesual dengan Peraturan Pemenntah No.6 tahun 2008, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan
dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkat dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang
dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya
terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah techadap capaian program
nasionalinternasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development
Goalds), tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa
rekomendasi dan calatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang drencanakan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal
Berisikan uraian mengenai penelaahan dengan membandingkan antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat
terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,
perguruan tingg! maupun dari OPD Kabupater/Kota yang langsung
ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi
OPD dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kecamatan
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BAB Il TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1.Telaahan terhadap kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional yattu penelaahan yang menyangkut
arah kebjakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait
dengan tugas dan fungsi OPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran

3.3. Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai: fakior-fakior yang menjadi bahan
pertmbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi
program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan
kegiatan ldak sesual dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Menguraikan pencapaian tujuan dan sasaran, pencapaian indicator dan
yang merupakan rencana kerna dan pendanaan pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang tahun 2021

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang periu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksansannya maupun seandainya ketersediaan anggaran
lanjut
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EVALUAS| PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD
Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sintang adalah penjabaran perencanaan
bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia tahunan dan
Rencana Strategis (RENSTRA) BKPSDM tersebut Tercapai tidaknya
pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat
berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinera Instansi Pemerintah. Akuntabilitas
merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal
Renja BKPSDM Kabupaten Sintang ini menyajikan dasar pengukuran kinera
kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dan hasil apa yang telah diraih atau
dilaksanakan oleh BKPSDM selama Tahun Anggaran 2019 dan perkiraan target
Tahun Anggaran 2020. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja
Sasaran melalui tahapan sebagai berikut
a. Penetapan Indikator Kinerja
yang menggambarkan fingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah
ditetapkan. Indikstor kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs),
keluaran (outputs), hasil (outcomes) manfaat (benefits) dan dampak
(impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya
manusia, laporan, buku dan indikator lainnya Penetapan indikator kinerja ini
dikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis
Indikator yang telah ditetapkan
b. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja ditakukan dengan menggunakan indikator kineria
kegiatan Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
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Evaluasi Program Tahun 2019 Anggaran (n-2)

Untuk membiayai program dan kegistan pada BKPSDM Kabupaten
Sintang tahun anggaran 2019, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang tahun anggeran 2018 yang
dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Program dan kegiatan
yang dilaksanakan dari dana APBD Kabupaten pada tahun anggaran 2019
dengan jumiah anggaran sebesar Rp 13.551.652.610,00, realisasi anggaran
sebesar Rp.12.172.086.317,00 atau 8982 %, dengan rincian sebagai
benkut:

1. Belanja Tidak Langsung
Jumiah anggaran belanja tidak langsung BKPSDM Kabupaten Sintang
tahun 2019 sebesar Rp.4.832.104509,00, realisasi penyerapan
anggarannya sebesar Rp.4.154 998.458,00 atau 85,99 %.
2. Belanja Langsung
Belanja langsung BKPSDM Kabupaten Sintang tahun anggaran 2019
sebesar Rp. 8.719.548.001,00, realisasi penyerapan anggarannya adalah
sebesar Rp.8.017.067.859,00 atau 91,94 %.
Pada Tahun Anggaran 2019 secara umum serapan dana Belanja
Langsung pada BKPSDM Kabupaten Sintang mencapai 91,94 %. Beberapa
1. Proses penyesuaian pendidikan PNS Kabupaten Sintang pada SAPK yang

di verifikasi oleh Kanreg V BKN Jakarta sering mengalami keterlambatan
dalam penyesuaian Data tersebut

Sejak Tshun 2017 BKN Pusat tidak lagi menerbitkan KPE sedangkan
aturan pelaksanaan tentang hal tersebut belum diterbitkan, sehingga
permasalahan yang terjadi, dengan adanya KPE yang rusak/hilang dan
sebagainya menyebabkan KPE tidak dapat diganti

2. Pelantikan Pejabat Struktural hanya dilaksanakan untuk mengisi Jabatan
lowong yaitu Pejabat Eselon /b, sedangkan untuk pejabat lainnya {(eselon
il dan IV ) tidak dapat dilaksakan, hal ini disebabkan belum adanya
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proses mutasi, rotasi dan promosi Jabatan

3. Adanya Kekurangan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
menyebabkan penyebaran pegawal yang masih belum memenuhi
kebutuhan OPD secara merata

4. Pada saat ini Pemeriniah Kabupaten Sintang belum memiiki Laboratorium
CAT yang representative sehingga kegiatan seperti

= Ujian Dinas
= Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljasah

= Seleks: Penerimaan CPNS

= Ujan Kompetensi Lainnya

masih menggunakan Laboratorium CAT yang berada diluar BKPSDM/uar
daerah

§. Masih terdapat berkas-berkas proses pembinaan/pemanggilan yang kurang
(tidak lengkap) dan Masih terdapat Pimpinan OPD dan pengelola
kepegawaian pada OPD kurang memahami proses penyelesaian kasus
baik kasus pelanggaran disiplin maupun proses izin perceraian

6. Keterbatasan Anggaran, terbatasnya kuota peserta Dikiat dan belum
adanya Gedung Dikiat yang representatif menyebabkan terbatasnya
pengiiman peserta Dikiat Kepemimpinan dan tidak dapat
menyelenggarakan Diklatpim sehingga masih banyak Pejabat Struktural
belum mengikut Dikiatpim sesuai jenjang jabatannya

7. Masih terdapat kesulitan BKPSDM untuk memonitoring dan mengevaluasi
PNS yang sudah mengikuti Dikiat Teknis/fungsional yang sesual dengan
bidang tugas PNS.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2020 (n-1)

Pada tahun berjalan, yakni Tahun Anggaran 2020 BKPSDM Kabupaten
Sintang mengeiola dana APBD sebesar Rp 11.919.868.380,00 (sebeias milyar
Sembilan ratus Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu
tiga ratus delapan puluh rupiah), dengan rincan Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp 4.811.821.427,00 (empat milyar delapan ratus sebelas juta
delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dan
Belanja Langsung Rp 7.108.046.953,00 (tujuh miyar serstus delapan juta
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empat puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh tga rupiah). Belanja
Langsung BKPSDM Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2020 teriinat
pada program dan kegiatan yang terdii dari § program dan 55 kegiatan.
Kedepannya BKPSDM Kabupaten Sintang berharap mampu mencapai target
mymwmumwmmmm
bisa mencapal 100 % atau minimal sama dengan Tahun Anggaran 2019.
Berikut kami sajikan tabel ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.

Tabel
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
BKPSDM Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020

A | Belanja 11.919.868.380,00

Rp.

1.  Belanja Tidak Langsung Rp. 4.811.821.427,00
a. Gaji dan Tunjangan Rp. 3.562.951.556,00
b Tambahan Penghasitan PNS Rp. 1.248,869.871,00

2. | Belanja Langsung Rp. 7.108.046.953,00
a Belanja Pegawai Rp 740.741.600,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.361 575.353,00

Rp

¢ Belanja Modal : 6.000.000,00
B
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Rencans Karys RICPSIM Katumaten Sintang, 2001

wummmwmwm

Pemerintah Kabupaten Sintang, pada dasamya kegiatan BKPSDM Kabupaten
Sintang adalah sebagai “Pelaksana Manajemen Sumber Daya Manusia®
anwmmmwmmw
menuju, dari titik dulah Manajemen Sumber Daya Manusia didesain untuk
berusaha mencapai target-target sesuai dengan rencana strategis Daerah.
Aparatur Sipil Negara merupakan Sumber Daya organisasi sebagai subyek
yang memegang peran sentral dalam proses pelaksanaan pembangunan di
daerah. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan saish satu
kunci utama dari pencapaian tujuan pembangunan itu sendir. Sehingga
bagaimana sebuah organisasi pemerintahan menempatkan MSDM dalam
peiaksanaan rencana strategis pembangunan merupakan cerminan seberapa
dituju. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan
kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup
dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran

2019 serta perkiraan capaian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020,

dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan BKPSDM Kabupaten Sintang sebagail berikut

1. Pelaksanaan Penerimaan CPNS Formasi Umum dilaksanakkan pada tahun
2019 belum final dan merupakan kegiatan lanjutan di tahun 2020
sertabanyaknya PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Hal
tersebut menyebabkan masih terdapat kekurangan pegawai dan/atau
belum terpenuhi kebutuhan organisasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang.

2. Dengan adanya Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
harus melaksanakan mutasi PNS untuk memenuhi kebutuhan OPD.
Kekurangan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
menyebabkan penyebaran pegawai yang masih belum memenuhi
kebutuhan SKPD secara merata.

3. Pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan sangat tergantung kebijakan dari
Lembaga Penyelenggara Dikiat yang dapat menampung para peserta

12
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4 Kurang Layaknya gedung Diklat yang dimiliki Pemerintah Kabupaten
Sintang menyebabkan sulitnya mendapet ijin penyelenggara Diklat dari
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi
Kalimantan Barat.

5. Adanya peraturan baru Diklat dari LAN RI tentang Penyelenggaraan Dikiat,
bak Dikiat kepemimpinan maupun Dikiat Prajabatan menyebabkan
BKPSDM harus cepat menyesusian ketentuan tersebut yang berakibat
pada ijin penyelenggaraan dari Badan Pembina Diklat maupun anggaran
yang dibutuhkan.

6. Adanya perbedaan format database antara Simpeg yang Lama dengan
Simpeg Online yang menyebabkan Rekontruksi Data sulit disesuaikan
dengan kebutuhan program SIMPEG.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BKPSDM

Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan urusan kepegawaian maka
peningkatan kinerja BKPSDM melalui kegiatan tahunan yang akan
dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan
terstruktur.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang tahun 2016 - 2021, maka strategi
adaleh sebegai berikut:

a. Strategi Pemberdayaan Aparatur,

Dalam sirategi pemberdayaan aparatur guna mendukung kelancaran
tugas-tugas dan fungsinya, diperiukan hal-hal seperti memberikan
kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
struktural, teknis dan fungsional secara berkala maupun insidentil,
penempatan pegawai sesuai dengan pendidikan dan keahlian, peningkatan
kesejahteraan pegawai berupa tambahan penghasilan pegawai dengan
penekanan pada komitmen selaku pelayan masyarakat dan mentaat
ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta peningkatan pembinaan dan
pengembangan kapasitas pegawai yang berkelanjutan

b. Strategi Kelembagaan

Strategi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sintang teiah dilaksanakan
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pokok dan fungsi. Dalam hal sistem, untuk pembinaan kepegawaian yang
efektif dan efisien dalam penyselenggaraan tata kelola pemerintahan yang
Strategi di Bidang Prasarana, Sarana, dan Pendanaan.

Untuk mendukung strategi-strategi sebelumnya, maka diperiukan
peningkatan pengadaan dan peningkatan pemeliharaan prasarana, sarana
mobilitas, dan pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan demi kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi Dalam arti meiaksanakan tertib
memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran guna terciptanya anggaran

Kebijskan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan

pedoman/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan
program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam
pemenntah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (ima)
tahun

1)

Sasaran

Terwujudnya Optimalisasi Pengeloiaan Data dan Informasi Kepegawaian

yang Valid dan berkualitas serta Layanan Administrasi Kepegawaian yang

Handal dan professional.

a) Pengelolaan dan/atau Pemutahiran Data Kepegawaian pada Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Sistem Manajemen
Kepegawaian (SIMPEG)

b) Singkroncsasi Data Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang

c) Pengelolaan Informasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia.

d) Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang berkuaiitas.

2) Sasaran

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Rekruitman dan
Penempatan Pegawai ASN yang Profesional

Kebyakan

8) Melaksanakan Perencanaan Kebutuhan Pegawai
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b) WWMMM),M
Beban Kerna (ABK), Kebutuhan Pegawai ke OPD terkait
c) Melaksanakan Rapat Pertimbangan Mutasy Penempatan Staf,

3) Sasaran

Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kapasitas SOM-Pegawai

ASN yang berkelanjutan guna mengoptimalkan Produktifitas Kinerja

dan Visioner.

Kebjakan .

a) Meiaksanakan penyelenggaraan/pengiriman guna peningkatan dan
Pengembangan Kapasitas SOM - Pegawai ASN.

b) Melaksanakan Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan SDM -
Pegawai ASN ke Instans/Lembaga terkait

c) Melaksanakan Rapal Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan,
Seleksi Peserta Diklat Instansi, Penginman Mahasiswa Tugas Belajar
dan lkatan Dinas.

d) Memberikan bantuan/fasilitasi pegawai ASN yang melaksanakan ijin
belajar, ujian penyesuaian paket (A B.C), Ujian Dinas.

4) Sasaran

Terwujudnya Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Manajemen

Kebijjakan -

a) Meiaksanakan Pembinaan Kepegawaian yang berkelanjutan berkaitan
dan integritas Pegawai ASN.

b) Meningkatkan upaya-upaya kualitas kesejahteraan hidup pegawai
ASN.

c) Melaksanakan Rapat Pertimbangan Pembenan Penghargaan (reward)
dan Hukuman Disiplin Pegawai ASN (punishman).
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
a. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 92 Tahun 2019

tentang Perubahan Peraturan Bupati Sintang Nomor 128 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sintang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah
Kabupaten di bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM serta tugas
kedinasan lainnya yang diimpahkan oleh Bupati Susunan Organisasi
BKPSDM terdin atas -
1) Kepala Badan
2) Sekretanat, terdin darn:

a) Sub Bagian Keuangan dan Program.

b) Sub Bagian Aparatur dan Umum.

¢) Sub Bagian Perlengkapan.
3) Bidang Data dan Pengembangan Pegawai, terdin dan:

a) Sub Bidang Data, Informasi dan Dokumentasi Pegawai

b) Sub Bidang Pengembangan Pegawai
4) Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai, terdin dart:

a) Sub Bidang Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun

b) Sub Bidang Kepangkatan dan Pengadaan.
5) Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, terdin dari:

a) Sub Bidang Disiplin Pegawai.

b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai dan KORPRI,
6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, terdiri dari:

a) Sub Bidang Pendidkan dan Pelathan Kepemimpinan dan

Prajabatan.

b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan fungsional.
7) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
8) Kelompok Jabatan Fungsional.

BKPSDM Kabupaten Sintang mempunyai kedudukan sebagai
bernkut
1) BKPSDM adalah unsur Pelaksana dan Penunjang Penyelenggaraan
Pemenntah Kabupaten di bidang kepegawailan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
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2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala badan.

3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

4) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas pokok, BKPSDM Kabupaten Sintang
mempunyai fungsi sebagal berikut

1) Penyiapan Penyusunan Peraturan, Perundang-undangan Daerah di
bidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan pemerintah;

2) Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah,

3) Penylapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah,

4) Penyiapan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipl sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang
ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan,

5) Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Aparatur Sipil Negara,

6) Perencanaan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
norma, standard dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan,

7) Penyelenggaraan administrasi, data, informasi dan dokumentasi
Pegawai Aparatur Sipil Negara

8) Penylapan calon peserta pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai

9) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelathan Pegawai Aparatur Sipil
Negara, sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah;

10) Pengelola administrasi umum meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah
tangga, perlengkapan, humas dan arsip di bidang kepegawaian daerah,

11) Pelaksana evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi,

12) Penyusunan penetapan kinerja di bidang kepegawaian;

13) Penyusunan analisa jabatan,

14) Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,
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